BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN

2004 TERHADAP JUAL BELI LAHAN PEMAKAMAN BERSTATUS

WAKAF DIDESA LAMPER TENGAH KECAMATAN SEMARANG
SELATAN KABUPATEN SEMARANG
A. Praktek Pelakksanaan akad Jual Beli Lahan Pemakaman Berstatus Tanah
Wakaf

Awal mula terjadinya proses akad jual beli ini, terjadi ditempat
pemakaman umum yang pada saat itu bapak widodo akan memakamkan
kakak (mas) kandungnya didesa tersebut, dikarenakan banyaknya anggota
keluarga yang tinggal didesa tersebut, pak widodo beserta adik
kandungnya menemui juru kunci sekaligus sebagai nadzir dilahan
pemakaman tersebut, yakni pak Ari, beliau memperbolehkan pak widodo
memakamkan kakaknya dengan syarat, harus ada anggota keluarga/ ahli
waris yang sudah dimakamkan ditempat tersebut, alasannya agar jenazah
dapat ditumpuk dan tidak membongkar jasad orang lain. Dan membayar
sejumlah uang untuk membeli lahan sebesar 1.500.000, akad yang
digunakan adalah jual beli, bukan sewa menyewa. Mereka berdua

melakukan transaksi jual beli dengan rela sama rela tanpa adanya unsur

paksaan.
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Lahan Pemakaman
Berstatus Tanah Wakaf
Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan aturan-aturan
sesuai dengan syariat Islam, yang bersumber dari dalil-dalil dalam ajaran
Islam dalam melakukan berbagai macam transaksi termasuk jual beli.
Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada 4 :

a. Ada orang yang berakad atau al-muta’aqidaini (penjual dan
pembeli) yaitu pak Ari Nuryanto sebagai penjual dan pak Widodo
sebagai pembeli.

b.  Ada sighat lafal (ijab dan gabul) ucapan pak Ari “membeli lahan
dengan membayar sejumlah uvang (ijab ) dan menyetujui membayar
(qabul)

c.  Ada barang yang dibeli “berupa lahan pemakaman *

d.  Adanilai tukar pengganti barang “ yaitu uang “

Sedangkan Syarat dalam melakukan akad menurut ulama Maliki yaitu:

1. Orang yang berakad harus Mumayyiz, keduanya merupakan pemilik
barang atau yang dijadikan wakil, keduanya dalam keadaan
sukarela, penjual harus sadar dan dewasa, tempat akad harus
bersatu. Pak Widodo dan pak Ari keduanya dalam keadaan sukarela,
sadar dalam melakukan transaksi dan akad terjadi dirumah pak Ari

yang bersebelahan langsung dengan pemakaman.
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2. Syarat jjab dan gabul pengucapannya tidak terpisah. 7jab dan gabul
yang dilakukan oleh pak Widodo dan pak Ari secara bersambung
tidak terputus tempat dan waktu.

3. Obyek akad bukan barang yang najis, dapat diketahui oleh orang
yang berakad, serta dapat diserahkan. Obyek akad yakni lahan
pemakaman berstatus tanah wakaf yang dilarang untuk diperjual
belikan,

Menurut madzhab Imam Syafi’i menjual dan mengganti barang
wakaf dalam kondisi apapun tidak diperbolehkan bahkan terhadap wakaf
khusus sekalipun, seperti wakaf bagi keturunanya sendiri. Imam Syafi’i
memperbolehkan penerima wakaf untuk memanfaatkan barang khusus
manakala ada alasan untuk itu misalnya terhadap pohon wakaf yang
sudah layu dan tidak dapat berbuah lagi, penerima wakaf tersebut boleh
menebang dan menjadikannya kayu bakar, akan tetapi tidak boleh
menjual ataupun menggantinya.'

Menurut madzhab Malikiyah, yakni harta yang diwakafkan tetap
menjadi milik si wagif. dalam hal ini sama dengan Abu Hanifah, akan
tetapi Maliki menyatakan tidak diperbolehkan mentransaksikan baik
dengan menjualnya, mewariskannya, atau menghibahkannya selama
harta itu diwakafkan. Madzhab Maliki juga tidak mensyaratkan wakaf

itu buat selama-lamanya, karena tidak ada satu dalil pun yang

' Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (serang: Darul Ulum Press,1994), 36.
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mengharuskan wakaf untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, boleh bagi
Malikiyah berwakaf sesuai dengan keinginan si waqif”

Menurut Madzhab Hanabilah (Hambali). Madzhab ini dipandang
sebagai Madzhab yang banyak memberikan kelonggaran dan kemudahan
dalam menjual atau menukarkan benda wakaf, meskipun pada dasarnya
tidak jauh berbeda dari pendapat tiga Madzhab yang lainnya yaitu
Madzhab Syafi’iyah, Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi yang sedapat
mungkin harus mempertahankan keberadaan barang wakaf seperti semula.
Namun apabila kondisi barang itu hilangnya kemanfaatanya atau situasi
darurat yang menimpa barang wakaf.’

Dari beberapa pendapat para Imam Madzhab yang sesuai dengan
jual beli lahan pemakaman berstatus wakaf adalah pendapat ulama Syafi’i
yaitu menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun tidak
diperbolehkan bahkan wakaf bagi keturunanya sendiri.

Menjual tanah wakaf itu tidak diperbolehkan dikarenakan dapat
menghilangkan sifat asli kepemilikan barang wakaf tersebut sebagaimana

dalam Mausu’ah fighil Islami dijelaskan.
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Ibid, 425
* Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Madzhab, Buku Kedua. (Jakarta: Basrie Press.
1996). 420
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Artinya: “ Wakaf adalah harta yang dikeluarkan seorang Muslim dari
kepemilikannya karena Allah Azza wa jalla. Maka tidak
boleh melakukan transaksi terhadapnya baik berupa jual beli,
hibah, ataupun semisalnya. Karena jual beli itu
membutuhkan kejelasan kepemilikan, sedangkan harta wakaf
itu tidak memiliki pemilik”.*

Dijelaskan pula dalam hadist:
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Artinya: “ Hukum asal wakaf itu shahih yang sifatnya lazim (tetap)
yang pemanfaatanya sudah sesuai dengan wakif, tidak
boleh dijual dan terlarang untuk dibeli (oleh pembeli). Dan
tidak boleh ditransaksikan dengan segala jenis transaksi
yang bisa menghilangkan hakekat wakafnya.

* Terjemahan kitab Al Mausu’ah Al Fighiyah Al Kuwaitiya, cetakan kedua (Beirut:Kementrian
Wakaf dan Urusan Agama Kuwait Darul Kutub Al-ilmiyyah, 1983), 341
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Berdasarkan hadist dari Ibnu Umar ra beliau berkata : Umar
bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian beliau
menemui Rasullullah untuk menanyakan hal ini. Umar Berkata:
Wahai Rasulullah!, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar,
saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang
engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu
suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan
(hasilnya Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak
dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar
menyedekahkannya kepada fakir-fakir miskin, kaum kerabat, budak
belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak
dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya)
memakan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan
dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Muslim).

Penjelasan dari hadist diatas bahwa harta wakaf itu dilarang
untuk diperjual belikan, dihibahkan, bahkan diwariskan karena harta
wakaf merupakan milik Allah yang dilarang untuk ditransaksikan,

karena dapat menghilangkan sifat asli kepemilikan wakaf tersebut.
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C. Analisis Undang-Undang terhadap Praktek Jual Beli Lahan Pemakaman

Berstatus Wakaf

Undang-Undang adalah hukum yang telah disahkan oleh unsur
Pemerintah negara, yang salah satunya berfungsi sebagai pengatur.

Pada Undang-Undang pasal 40 No.41 tahun 2004 disebutkan
bahwa harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk, dijadikan
jaminan, disita, dihibahkan , dijual, diwariskan, ditukar, atau ditukar
dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Dalam pasal 40 tahun 2004 disebutkan bahwa :

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan
apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk
kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR)
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak
bertentangan dengan syari’ah.

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas
persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

3. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan
pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar
dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya

sama dengan harta benda wakaf semula.
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4. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.’

Bahwa harta wakaf dilarang diperjual belikan, apabila digunakan
untuk kepentingan pribadi seperti halnya menjual lahan pemakaman
berstatus wakaf di desa Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan

Kabupaten Semarang.

° UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan
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